
 

 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG 

PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI JAWA TIMUR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur dan 

untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas 

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Timur; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

 

 

 

3. Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);  

 

9. Peraturan 
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9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri A); 

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Anggaran 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PAKAIAN 

DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.  

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan besaran harga 

satuan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Pasal 2 

 

Besaran harga satuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 memperhatikan prinsip penghematan, 

kepatutan, dan kewajaran.  

 

Pasal 3 

 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Timur disediakan Pakaian Dinas, Pakaian 

Khas Jawa Timur beserta atributnya. 

 

Pasal 4 

 

Standar satuan harga Pakaian Dinas, Pakaian Khas Jawa 

Timur beserta atributnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Pakaian Sipil Harian (PSH), sebesar Rp 1.900.000,00 

(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per pasang, 

disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; 

b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), sebesar Rp 2.000.000,00 (dua 

juta rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang 

dalam 1 (satu) tahun; 

c. Pakaian 
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c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sebesar Rp 2.500.000,00 

(dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 

1 (satu) pasang bagi setiap pimpinan dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur baru  

sebagai  akibat  Pemilihan  Umum  ataupun Penggantian 

Antar Waktu; 

d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang, sebesar             

Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu  rupiah) 

per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 

tahun; 

e. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ), sebesar                               

Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pasang, disediakan 

1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan 

f. Atribut disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 5 

 

Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimasud dalam 

Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, dianggarkan 

dalam Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Timur. 

 

Pasal 6 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Asuransi Kesehatan dan Pakaian Dinas Bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Timur;  

b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Asuransi Kesehatan dan 

Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur; dan 

c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Asuransi Kesehatan 

dan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  

Pasal 7 
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Pasal 7 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.  

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal   1 Maret 2017    

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  1 Maret 2017 

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 12 SERI E. 

 


